5.1

BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan, didapatkan sebagai berikut :

1. Pada karakteristik proyek konstruksi
a. Berdasarkan data sekunder yang didapat dari Mahkamah Agung, tipe

kepemilikan Pengguna Jasa yang dominan adalah swasta, dan tipe
kepemilikan Penyedia Jasa yang dominan adalah swasta.

Lokasi proyek yang paling sering bersengketa terletak di Pulau Jawa.
Hal ini karena kebanyakan proyek berada di Pulau Jawa. Menurut,
Dirjen Pengembangan Pewilayahan Industri Kemenperin penyebaran
industri di Indonesia sebagaian besar masih di Pulau Jawa dengan
75%, sedangkan 25% lagi berada diluar Pulau Jawa.

2. Pada anatomi penyebab sengketa konstruksi

a. Penyebab sengketa konstruksi yang dominan menurut Pengguna Jasa

adalah kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan, sebanyak 5
kasus atau 41,67%.

. Penyebab sengketa konstruksi yang dominan menurut Penyedia Jasa

adalah owner gagal untuk membayar kontraktor sesuai tenggat waktu
dengan 5 kasus atau 41,67%.

Selain penyebab yang sudah ada pada penelitian Pang Hoi Yan (2011),
terdapat penyebab baru yang khas di Indonesia, yaitu owner
memberikan pembayaran yang berlebih, kontraktor tidak membayar
denda keterlambatan, kontraktor melakukan pelanggaran terhadap
kontrak, kontraktor dengan sengaja tidak mencairkan Performance
Bond, kontraktror tidak melaksanakan kewajibannya menyelesaikan
pekerjaan, kontraktor melakukan pelanggaran terhadap kontrak, owner
membatasi kontraktor untuk mengakses lahan, owner melakukan
pemutusan kontrak secara sepihak, dan owner membayar kontraktor

kurang dari yang telah disepakati.

3. Pada anatomi proses sengketa konstruksi
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a. Karakteristik sengketa konstruksi yang dominan menurut Pengguna
Jasa adalah kompensasi lain dengan 12 kasus atau 100%. Disusul
dengan biaya dengan 11 kasus atau 91,67%.

b. Karakteristik sengketa konstruksi yang dominan menurut Penyedia
Jasa adalah biaya dengan 11 kasus atau 91,67%. Kemudian adalah
kompensasi lain dengan 10 kasus atau 83,33%.

4. Pada anatomi penyelesaian sengketa konstruksi

a. Penerima nilai gugatan yang dominan adalah Pengguna Jasa.

b. Besarnya nilai tuntutan yang dikabulkan adalah 0,48 kali lipat dari
nilai tuntutan yang diajukan.

5. Pada anatomi sengketa konstruksi

a. Nilai tuntutan yang dikabulkan besarnya 0,48 kali lipat dari nilai
tuntutan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tuntutan
yang dikabulkan dengan nilai tuntutan yang diajukan rasionya kecil,
sehingga penyelesaian melalui jalur pengadilan (Peradilan) kurang
efektif.

b. Rasio waktu penyelesaian sengketa konstruksi di Pengadilan Negeri
1,01 kali lipat dari waktu pelaksanaan proyek. Rasio waktu
penyelesaian sengketa konstruksi di Pengadilan Tinggi 0,63 kali lipat
dari waktu pelaksanaan proyek. Rasio waktu penyelesaian sengketa
konstruksi di Mahkamah Agung 2,12 kali lipat dari waktu pelaksanaan
proyek. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sengketa
melalui jalur peradilan (Pengadilan) cukup lama, terlebih jika sampai
pada tingkat Mahkamah Agung, waktu penyelesaiannya lebih lama
dibandingkan waktu pengerjaan proyek itu sendiri. Dapat ditarik
kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa kontruksi melalui jalur
peradilan (Pengadilan) kurang efektif, karena nilai tuntutan yang
dikabulkan rasionya kecil, dan penyelesaian sengketa kontruksi
melalui jalur ini memakan waktu yang lama.

6. Pada Klausul Kontrak
a. Terdapat klausul kontrak yang mengatur tentang keterlambatan

pekerjaan dan pemutusan kontrak sepihak. Dimana terdapat hubungan
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antara keduanya. Owner dapat memutuskan kontrak secara sepihak
jika kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
jangka penambahan waktu tertentu.

b. Terdapat klausul kontrak yang mengatur tentang owner terlambat
melakukan pembayaran kepada kontraktor. Dimana pada klausul
kontrak ini berisi, jika kontraktor tidak menerima pembayaran, maka
besarnya ganti rugi yang diterima oleh kontraktor atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat
dibayar.

c. Belum terdapat standar dokumen yang mengatur Kklausul kontrak
tentang owner memberikan pembayaran yang berlebih. Untuk
selanjutnya akan diperlukan standar dokumen yang mengatur tentang
hal ini, agar tidak terjadi kasus sengketa konstruksi yang disebabkan
oleh owner memberikan pembayaran yang berlebih.

d. Disini juga dapat disimpulkan bahwa FIDIC memiliki standar
dokumen vyang lengkap, karena mengatur secara lebih rinci

dibandingkan dengan dokumen lain yang digunakan.

52  Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dikombinasikan dengan teknik yang lain,
seperti wawancara, agar dapat memeriksa kembali dugaan-dugaan yang
terdapat pada penelitian.

2. Penelitian selanjutnya harus lebih ditekankan kepada lokasi proyek agar
dapat terlihat perbedaan karakteristiknya di setiap lokasi.

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat membahas tentang sengketa yang
terjadi antara Penyedia Jasa dengan sub Penyedia Jasa atau antara
Penyedia Jasa dengan Supplier.
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